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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran komunikasi kolaboratif dalam penguatan legalitas guru dan lembaga TPA/TKA di
bawah BKPRMI Kabupaten Ogan Ilir. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan
data melalui studi literatur yang bersumber dari 15 jurnal ilmiah dan buku dari tahun 2023-2025. Hasil menunjukkan
sekitar 60% guru belum memiliki nomor unit resmi, dan terdapat duplikasi data pada SIPDAR-PQ. Hal ini menjadi
tantangan inefisiensi struktural. Komunikasi kolaboratif berhasil mengatasi hambatan birokrasi ini dengan meningkatkan
transparansi dan menghasilkan data legalitas yang akurat. Meski demikian, kesenjangan literasi digital dan keterbatasan
infrastruktur masih menjadi tantangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi kolaboratif efektif memperkuat
legalitas guru dan lembaga serta menckankan perlunya pendampingan berkelanjutan dan dukungan teknologi untuk
menjamin tata kelola pendidikan nonformal yang berkelanjutan.

Kata kunci: peran; komunikasi kolaboratif; legalitas.

ABSTRACT

This study analyzes the role of collaborative communicationin strengthening the legality of teachers and TPA/TKA institutions under
BKPRMI in Ogan llir Regency. The research method used a descriptive qualitative approach.Data collection was conducted through a
literature study sourced from 15 scientific journalsand books from 2023-2025. The results show that around 60% of teachers do not yet have
an official unit number, and there is data duplication in SIPDAR- PQ. This has become a challenge of structural inefficiency. Collaborative
communication bas succeeded in overcoming these bureancratic obstacles with increasing transparency and producing accurate legality data.
However,the digital literacy gap and infrastructure limitations remain achallenge. This study concludes that collaborative commmunication
effectively strengthens the legality of teachers and institutions and emphasizes the need for sustained mentoring and technological support to
ensure sustainable nonformal education governance.

Keywords: role; collaborative communication; legality.
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PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang optimal menjadi pilar legitimasi pemerintahan dan kesejahteraan
masyarakat, sebagaimana amanat UUD 1945. Pendidikan menempati posisi strategis dalam
pembangunan nasional dan pembentukan SDM berkualitas sehingga membutuhkan penguatan
berkelanjutan. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah berwenang mentransformasikan nilai-
nilai pendidikan, termasuk adaptasi terhadap kebutuhan mayoritas Muslim. TPA dan TKA berperan
membentuk karakter dan literasi keagamaan. Di Kabupaten Ogan Ilir, status "Kota Santri" diperkuat
melalui Perda No. 10/2014 yang mewajibkan baca tulis Al-Qut’an bagi siswa. Peran ini menuntut
jaminan mutu dan kepastian legalitas guru dan operasional lembaga.

Kompleksitas tantangan lapangan seringkali tidak terselesaikan oleh birokrasi tunggal
sechingga diperlukan reformasi sistemik menuju tata kelola inklusif dan responsif. Collaborative
governance menjadi kerangka relevan untuk sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor
terkait (Safirah et al., 2023). Pendekatan ini meningkatkan layanan publik melalui koordinasi sumber
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daya dan pengambilan keputusan partisipatif (Hasnidar et al., 2025). Menurut Nomin et al. (2025),
komunikasi sebagai kunci keberhasilan manajemen pendidikan yang berdampak pada koordinasi
dan keputusan strategis. Namun, integrasi komunikasi dan teknologi digital masih terkendala
infrastruktur dan resistensi perubahan (Mutassir, 2025).

Kajian literatur menggarisbawahi pentingnya komunikasi sebagai elemen dalam menentukan
keberhasilan manajemen pendidikan yang berdampak pada koordinasi dan pengambilan keputusan
strategis lembaga (Utomo, 2025). Namun, integrasi komunikasi efektif dengan teknologi digital masih
menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan infrastruktur dan resistensi perubahan di wilayah
dengan sumber daya terbatas (Mutassir, 2025). Secara spesifik dalam ranah pendidikan Islam
nonformal di Kabupaten Ogan llir, penelitian yang dilakukan oleh Juainah et al. (2025) menyoroti
bahwa peran BKPRMI dalam legalisasi guru dan unit TPA/TKA belum optimal karena hambatan
sarana.

Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Safirah et al. (2023) yang
mengonfirmasi bahwa BKPRMI menghadapi tantangan internal dan eksternal, salah satunya adalah
fasilitas minim dalam pembinaan TPA. Penelitian yang dilakukan oleh Syahril et al. (2024)
membuktikan efektivitas pendekatan kolaboratif untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam
program pembangunan. Maka, kerangka kolaborasi ini layak diuji lebih lanjut sebagai solusi atas
inefisiensi legalitas yang dialami BKPRMI.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan komunikasi tradisional, penelitian ini merumuskan
pertanyaan: “Bagaimana komunikasi kolaboratif diimplementasikan untuk memperkuat legalitas guru
dan lembaga TPA/TKA BKPRMI di Kabupaten Ogan Ilir?”. Tujuan utama kajian ini adalah
menganalisis dan mendeskripsikan strategi komunikasi kolaboratif yang efektif dalam mengatasi
kendala birokrasi serta meningkatkan kepastian hukum bagi tenaga pengajar dan unit TPA/TKA.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan
kerangka studi literatur sistematis yang berfokus pada telaah mendalam terhadap konsep komunikasi
kolaboratif, legalitas kelembagaan, dan manajemen pendidikan nonformal. Sumber data utama
sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang dikumpulkan dari total 15 referensi akademis yang
mencakup jurnal ilmiah terakreditasi dan buku yang dibatasi secara ketat dalam periode publikasi
antara tahun 2023 hingga 2025. Prosedur pengumpulan data dilaksanakan melalui tahapan identifikasi,
sintesis, dan pemetaan konsep yang bertujuan untuk membangun unit analisis koheren antara
permasalahan di Kabupaten Ogan Ilir dan teori tata kelola kolaboratif. Metode yang adalah teknik
deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis konten (content analysis). Analisis ini dimanfaatkan
untuk mengekstraksi koneksi tematik yang kuat antara tantangan legalitas dan efektivitas interaksi
multipihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Kesenjangan Legalitas sebagai Manifestasi Kegagalan Administrasi

Hieratkis analisis menunjukkan bahwa legalitas guru dan unit TPA/TKA BKPRMI di
Kabupaten Ogan Ilir berada pada kondisi belum optimal. Hal ini ditandai dengan data tahun 2023
yang mencatat sekitar 60 % tenaga pengajar belum mendapatkan nomor unit resmi dan adanya
duplikasi data pada aplikasi SIPDAR-PQ di beberapa kecamatan (Juainah et al.,, 2025). Temuan
ilmiah ini mengindikasikan adanya disfungsi pada mekanisme pelayanan publik yang bersifat
tradisional, di mana sistem birokrasi cenderung kaku dan tidak responsif terhadap entitas nonformal.
Hal ini terjadi karena tata kelola konvensional seringkali berpegangan pada struktur hierarkis yang
dapat menghambat inovasi dan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan di lapangan (Agung, 2025). Tren
ini menjelaskan mengapa kesejahteraan pengajar yang sangat bergantung pada data EMIS namun
potensi bantuan tetap rendah. Hal ini adalah sebuah permasalahan struktural yang tidak dapat diatasi
hanya dengan upaya internal BKPRMI saja (Juainah et al., 2024).

Kesenjangan legalitas yang teridentifikasi tersebut secara saintifik dijelaskan sebagai dampak
dari silo mentality dan fragmentasi kebijakan antar- aktor yang berkepentingan. Birokrasi yang
cenderung mempertahankan status guo dapat menghambat alur informasi, yang mana dalam konteks
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tata kelola kolaboratif hal ini dikenal sebagai kelemahan model pemerintahan tradisional (Agung,
2025). Temuan ilmiah ini diperkuat oleh konsep bahwa model hierarkis kesulitan mengurangi risiko
fragmentasi kebijakan. Kegagalan ini menciptakan ketidakpastian hukum, di mana peran BKPRMI
dalam penyiapan guru dan unit TPA/TKA dinilai belum efektif dalam aspek tata kelola dan
infrastruktur karena keterbatasan jangkauan sosialisasi yang hanya diterima oleh segelintir kecamatan
saja (Juainah et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan intervensi komunikatif yang bersifat nesmwork-
based untuk menjembatani jurang informasi ini (Zahraini et al., 2025).

Implementasi Strategi Pendampingan sebagai Aksi Komunikasi Kolaboratif Model

Komunikasi kolaboratif secara efektif diimplementasikan melalui strategi pendampingan
teknis langsung yang dilakukan di dua lokasi berbeda, yaitu Sekretariat BKPRMI dan Masjid Nurul
Muslimin Kecamatan Pemulutan Selatan dengan melibatkan Kemenag Ogan Ilir dan pengurus
BKPRMI sebagai mitra. Strategi ini merupakan bentuk Comsmunity Based Research (CBR). CBR
merupakan kegiatan pemberdayaan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman antara pemberi
dan penerima bantuan. Temuan ilmiah menunjukkan bahwa adanya fasilitator komunikasi yang aktif
antara TPA dan pihak Kemenag berhasil memitigasi kendala teknis dan birokrasi (Juainah et al.,
2024). Hal ini terlihat dari antusiasme total 40 peserta dari berbagai kecamatan yang ikut
berpartisipasi dan menceritakan permasalahan administrasi mereka, hal inilah disebut sebagai bentuk
komunikasi partisipatif yang efektif (Yanti & Prastiwi, 2024).

Peran Komunikasi Kolaboratif dalam Menciptakan Actionable Transparency

Peran utama komunikasi kolaboratif dalam memperkuat legalitas terwujud melalui sosialisasi
dan pendampingan penggunaan aplikasi SIPDAR-PQ dan EMIS, yang secara substansial
menciptakan actionable transparency. Konsep ini digagas oleh Fung (2013) bahwa informasi mudah
diakses dan dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Brinia et al., 2022). Temuan ilmiah
menunjukkan bahwa proses pendampingan langsung ini berhasil mengatasi masalah teknis berupa
pendaftar lupa password atau email yang langsung dikoordinasikan dengan operator Kemenag melalui
grup WhatsApp (Juainah et al., 2024). Menurut Nomin et al. (2025), komunikasi yang efektif seperti
ini sangat berguna dalam manajemen pendidikan karena mendukung koordinasi yang jelas dan
pengambilan keputusan berbasis data. Dampak dari interaksi multipihak ini sebanding dengan temuan
Lailin (2023) yang menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif mampu mendorong partisipasi aktif
dan pemberdayaan komunitas di tingkat kelurahan.

Tantangan Digital dan Infrastruktur sebagai Penghambat Keberlanjutan

Meskipun intervensi kolaboratif memberikan hasil positif, namun implementasi ini
menghadapi tantangan struktural yang mengancam kebetlanjutan program. Kendala utama temuan
ilmiah adalah rendahnya literasi digital di kalangan pengelola TPA yang belum menguasai
penggunaan aplikasi, masalah lupa email dan password, serta keterbatasan infrastruktur berupa sinyal
internet yang sulit didapatkan di daerah pedalaman seperti Pemulutan Selatan (Juainah et al., 2024).
Keterbatasan ini menegaskan adanya digital divide yang parah, di mana implementasi digitalisasi
pendidikan terhambat oleh infrastruktur yang tidak memadai, serta kurang meratanya kompetensi
guru di bidang teknologi (Arifa, 2023). Kondisi ini konsisten dengan temuan Joseph et al. (2024)
yang menggarisbawahi perlunya infrastruktur yang kuat, pelatihan berkelanjutan, dan kebijakan
inklusif untuk menjamin transformasi digital yang berhasil.

Arah Tata Kelola Berkelanjutan

Implementasi model komunikasi kolaboratif melalui strategi advokasi dan pendampingan
telah tetbukti secara efektif memediasi dan meningkatkan legalitas TPA/TKA dengan
mengoptimalkan peran multipihak. Temuan ilmiah ini dengan jelas menegaskan penerimaan
hipotesis penelitian, di mana model tersebut sukses berperan dalam mengatasi kendala birokrasi yang
rigid serta meningkatkan kepastian hukum bagi lembaga nonformal. Peran utama kolaborasi ini
berhasil mentransformasi kelemahan tata kelola yang dimiliki BKPRMI menjadi sinergi yang kuat,
serta menghasilkan data legalitas yang terukur dan rapi untuk pertama kalinya di Kabupaten Ogan
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Ilir. Untuk menjamin kesinambungan hasil ini, dianjurkan agar program pendampingan dieksekusi
secara berkala dan intensif di seluruh kecamatan (Juainah et al., 2025). Upaya ini harus diiringi
dengan optimalisasi teknologi untuk memperluas jangkauan kolaborasi dan memitigasi digital divide
(Agung, 2025). Dengan demikian, legalitas guru dan unit TPA/TKA akan termanajemen dengan baik
sehingga menjadi basis data yang akurat untuk alokasi bantuan dana pemerintah kabupaten.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi model komunikasi kolaboratif berperan
signifikan dalam memperkuat legalitas guru dan lembaga TPA/TKA BKPRMI di Kabupaten Ogan
Ilir. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis penelitian diterima, di mana komunikasi kolaboratif
mampu mengatasi hambatan birokrasi tradisional yang kaku, meningkatkan efektivitas manajemen
pendidikan nonformal, meningkatkan kepastian hukum, serta menciptakan actionable transparency
dalam penggunaan sistem SIPDAR-PQ dan EMIS melalui strategi pendampingan teknis, sosialisasi,
dan fasilitasi interaksi multipihak. Selain mengoptimalkan legalitas guru dan lembaga TPA/TKA,
penerapan komunikasi kolaboratif juga menyediakan dasar data yang valid untuk perencanaan dan
alokasi sumber daya di tingkat kabupaten, serta membuka peluang pengembangan model tata kelola
pendidikan nonformal yang inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.
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